GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG

UNIT PELAYANAN PUBLIK PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Unit Pelayanan Publik Pelaksana Survei Kepuasan
Masyarakat;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Nomor 72130);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

o kAL

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAYANAN PUBLIK
PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.

Menetapkan Unit Pelayanan Publik Pelaksana Survei Kepuasan
Masyarakat yang terdiri atas Perangkat Daerah sebagai
berikut:
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12.

Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta;

.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta; dan
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nomor 267 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 58 Apri1 2022

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta



